
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan,maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam undang-undang kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 mengakui keberadaan 

tanah ulayat.Masyarakat di perbolehkan mengambil kayu di lahan ulayat mereka 

sepanjang untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.Hal ini juga dipertegas 

oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012,Majelis mengabulkan 

uji materi Pasal 50 ayat 3 huruf e dan huruf I bahwa masyarakat hukum adat yang 

sudah hidup secara turun temurun dikawasan hutan adat tidak bisa 

dipidana.Mereka dapat menggunakan kekayaan alam di dalam hutan sepanjang 

tidak digunakan untuk kepentingan komersil. 

2. Dalam menjatuhakan putusan Majelis Hakim harus memperhatikan pertimbangan 

yuridis dan non yuridis.Pasal 1 angka 6 UU Nomor 18 Tahun 2013 dalam pasal 

tersebut disebutkan bahwa “Terorganisasi adalah tidak termasuk kelompok 

masyarakat yang tinggal di dalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan 

perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan 

sehari-hari tidak untuk tujuan komersil. 

 

B. SARAN 

1. Berkaitan dengan penebangan pohon ditanah ulayat bisa dikategorikan sebagai 

tindak pidana.Dalam hal ini penegak hukum sebaiknya tidak memakai satu aturan 

hukum saja dalam menjatuhkan putusan atau dalam menjatuhkan pidana terhadap 



 

 

terdakwa.Karena hakim dianggap memahami hukum dan harus menjatuhkan 

putusan yang adil terhadap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya. 

2. Bekaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pemilik ulayat,penegak hukum harus menggali nilai yang ada dalam masyarakat 

agar tidak keliru dalam menjatuhkan putusan.Dan menggali makna yang 

terkandung dalam pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013. 
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